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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi
pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan
perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kehutanan dan
Perkebunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 3


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.36

Mengingat

Menetapkan :

(1) Jenis

1.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Kehutanan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari :

a. Dana Reboisasi (DR);

b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

c. luran lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Alam (IHUPHHK-HA);

d. luran lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB);
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luran lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HUPHHBK);

luran Izin Pemanfaatan Kawasan;

luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem (IITUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;

luran lIzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan
Produksi (ITUPJL);

luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), luran lIzin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIlUPHHK-HKm),
luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Desa (IITUPHHK-HD);

Ganti Rugi Tegakan;
Penggantian Nilai Tegakan;

Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon
dari kawasan hutan;

Hasil Silvopastural Sistem;

Hasil Silvofishery Sistem;

Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam;

Hasil lelang kayu temuan, dan hasil lelang tumbuhan dan satwa
liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;

luran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

luran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dalam Kawasan
Hutan Konservasi;

Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan
Hutan Konservasi;
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